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ABSTRAK 
KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI 

PENGADILAN NEGERI LUBUK P AKAM 
(Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) 

RADEN ZAENAL ARIEF 

Kegiatan pertambangan sangat erat dengan masalah lingkungan hidup, karena pekerjaan 
penambangan tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil 
objek penambangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan sering rnenimbulkan persoalan 
hukurn atau menirnbulkan terjadinya tindak pidana pertarnbangan, memperhatikan hal ini maka 
permasalahan yang timbul adalah bagairnana pelaksanaan pengaturan hukuni. tentang tindak 
pidana pertambangan, bagaimana pertirnbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
pelaku tindak pidana pertambangan, serta bagaimana penerapan asas ultimum remidium terhadap 
pelaku dalam tindak pidana pertarnbangan dalam perkara No. 1674/Pid.B/2010/PN-LP.PB dan 
No. 503/Pid.B/2013/PN-LP. 

Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif deskriptif dengan pendekatan analitis 
·' serta pendekatan perundang-undangan dengan menganalisa perkara No. 1674/Pid.B/2010/PN

LP.PB dan No. 503/Pid.B/2013/PN-LP. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang 
terdiri dari bahan hukum primer,. bahap hukum sekundef dan bahan bukum tertier� Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan studi dokurnen dan wawancara kemudian menganalisis data 
yang diperoleh secara kualitatif dengan pernilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin 
dan pasal-pasal perundang-undangan yang relevan serta menghubungkan data-data dimaksu_d 
dengan permasalahan yang diteliti. 

Pertimbangan hakirn dalarn menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana 
pertarnbangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengacu pada Undang Undang Nomor 4 
tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dilakukan dalam. perkara 

10. 1674/Pid.B/2010/PN-LP .PB dan No. 503/Pid.B/2013/PN-LP. telah sesuai dengan ketentuan 
ukum formil atau hukum acara pidana yaitu Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

lJndang .. Undang Hukum Acara Pidana. Proses acara dimulai dengan Pembacaan surat dakwaan 
sampai dengan putusan. Berdasarkan rangkaian pemeriksan didepan persidangan dengan bukti
bukti yang ada beserta keyakinan hakim ditemukan fakta hukum bahwa benar telah terjadi tindak 
pidana pertambangan sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 158 Undang Undang 
No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Penerapan asas ultimum 
remidium terhadap pelaku tindak pidana pertambangan di Pengaclilan Negeri Lubuk Pakarn 
banya diberlakukan atau diterapkan terhadap perusahaan atau perorangan yang dalam kegiatan 
pertambangruinya telah mendapat ijin dari instansi terkait, selanjutnya diterapkan sanksi 
administrasi terlebih dahulu berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah pembekuan ijin dan 
pencabutan ijin, apabila tindakan administrasi tersebut tidak diindahk.an maka dilakukan 
penegakan hukum secara pidana. 

Kata Kunci : Kajian Hukum, Pertambangan. 
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ABSTRACT 
STUDY OF CRIMINAL LAW IN THE STATE COURT OF MINES Lubukpakam 

(Study of Decision in Case Against Multiple District Court Lubukpakam) 

RADEN ZAENAL ARIEF 

Mining activities are very closely related to environmental issues, because the work is 
not over mining activities excavation I earth mining to retrieve the object. In the implementation 
of the mining activities often lead to legal problems or lead to a crime of mining, then pay 
attention to this problem that arises is how the implementation of the rule of law on the crime of 
mining, how to judge a consideration in decisions on criminal mining, as well as how the 
application of the principle ultimum remidium against the perpetrators of the criminal offenses in 
case Number mining. 1674/Pid.B/2010/PN-LP.PB and Number. 503/Pid.B/2013/PN-LP. 

The method used is normative descriptive and analytical approach regulatory approach by 
analyzing case Number. 1674/Pid.B/2010/PN-LP.PB and Number. 503/Pid.B/2013/PN-LP. 
Source of data used are secondary data consisting of primary legal materials, legal materials and 
secondary legal materials tertiary. Data was collected by the study of documents and interviews 
and then analyzing qualitative data obtained by the selection of theories, principles, norms, 
doctrines and articles of the relevant legislation as well as connecting the data referred to the 
problems studied . 

Consideration of judges in decisions against criminals in court Mineral mining and coal, 
as is done in case Number. 1674/Pid.B/2010/PN-LP.PB and Number. 503/Pid.B/2013/PN-LP, in 
accordance with the provisions of formal law or criminal procedure law, namely Law No .. 8 of 
1981 on the Law of Criminal Procedure. The process of the show begins with the reading of the 
indictment to verdict. Based on a series of checks before the court with evidence that the judge 
found there along with the belief that the true legal fact that a crime has been accused of mining 
as that is in violation of Article 158 of Law No .. 4 of 2009 on Mineral and Coal, as well as the 
application of the principle ultimum remedium against criminal mining in the District Court 
Lubukpakam imposed or applied only to companies or individuals in the mining activity has 
received permission from the relevant authorities, further applied prior administrative sanction in 
the form of written warning, government-imposed license suspension and revocation of licenses, 
if administrative action is not heeded then do criminal law enforcement. 

Keywords: Assessment of Legal, Mining. 
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1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Indonesia secara regional berada pada posisi tumbukan dua buah lempeng 

besar, yaitu Lempeng Pasifik di Utara dan Lempeng Australia di Selatan. Akibat 

tumbukan kedua lempeng tersebut, telah menempatkan wilayah negara Indonesia 

menjadi salah satu wilayah negara yang rawan akan bencana gempa bumi, tsunami, 

dan Ietusan gunung berapi, namun di balik bencana alam akibat tumbukan kedua 

lempeng tersebut, sesungguhnya membawa hikmah yang tidak temilai harganya. 

Akibat aktivitas pergerakan kedua lempeng tersebut pulalah akhimya menghasilkan 

tatanan tektonik yang lengkap. Kondisi geologi demikian, mendukung kondisi 

pembentukan mineralisasi berbagai mineral atau bahan galian sebagai anugerah Allah 

SWT yang patut disyukuri, misalnya mineral logam dan lain-lain.1 

Sejalan dengan berlakunya sistem otonomi daerah sejak Undang-undang No. 

22 Tahun 1999 yang kemudian disempumakan dengan Undang·Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan terakhir diubah menjadi Undang

Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan pertambangan menjadi salah satu 

urusan rurnah tangga daerah. Pengelolaan bahan galian mulai dari penerbitan izin 

1 Sujono, Geologi dan Mu/ajadi Emas, (Bandung: Puslitbang Mineral dan Batu Bara, 2004), 
hlm90. 
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sampai dengan pengawasan dan pengendaliannya berada di tangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota. Adanya penyerahan urusan pertambangan kepada daerah di satu sisi 

telah mendorong tumbuh, berkembang, dan bergairahnya investasi di bidang 

pertambangan. Namun, sejalan dengan itu, di sisi lain, ditemukan beberapa 

kelemahan dalam implementasi pengeluaran Izin Usaha Pertambangan (IUP), 

terutama terletak pada tataran aspek teknis kriteria sebuah IUP layak dikeluarkan. 

Contoh konkret dari hal tersebut adalah banyak ditemukan kasus IUP eksploitasi 

yang hanya didukung oleh dokumen dengan kualifikasi penyelidikan eksporasi 

pendahuluan atau bahkan secara teknis hanya dokumen yang bersifat survei tinjau.2 

Pertama kali negara Indonesia menggunakan peraturan pertambangan sejak 

merdeka adalah peraturan yang berasal dari warisan zaman penjajahan Belanda yaitu 

Indische Mijnwet (Staatsblad 1 899 No. 21 4) yang diberlakukan berdasarkan Pasal II 

Aturan Peralihan UUD 1945, sebelum dibentuk peraturan baru berlaku peraturan-

peraturan yang lama. 3 

Setelah merdeka 1 5  tahun negara kita baru membentuk PERPU No. 37 Tahun 

1 960 tentang Pertambangan yang kemudian menjadi undang-undang yaitu Undang-

Undang No. 37 Prp Tahun 1 960 yang berlaku pada tanggal 1 4  Oktober 1 960. 

Undang-undang tersebut mencabut dan tidak memberlakukan lagi lndische Mijnwet 

karena jiwa peraturannya sudah tidak sesuai dengan alam kemerdekaan Indonesia dan 

2 Nandang Sudrajat, Teori dan Pralctik Pertambangan di Indonesia, (Y ogyakarta: Pustaka 
Yustisia, 2013), hlm 107 

3 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di lndoensia, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2012), hlm 4 
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Nomor 
Lampiran 
Hal 

UNIVERSI'IAS MEDAN AREA 
P�OGRA1'tf PASCASARJANA 

Program Studi: Magister Administrasi Publik-Magister Agribisnis 
Magister llmu Hukum -Magister Psikologi 

Jl.1 Seti a Buc'.i No. 798 Merlan Telp.(061) 8201994, Fax.(06 I) 87.26331 Medan 20 I 20 

: lS20 /Wadir.Ak/PPs-UMNAK/2013 1 Februari 2014 

: Pengambilan Data dan Wawancara 

Yth, Ketua Pengadilan Negeri 
Lubuk Pakam 

di-
Tempat 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan adanya Tugas Akhir mahasiswa Program PascasCJrjana Magister llmu 
Hukum Universitas Medan Area, karni mohon kesediaannya untuk memberikan izin kepada 
mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ir.i : 

N a m  a 
NPM 

: Raden Zaenal Arief 
: 121803020 

Program Studi : Magister llmu Hukum 

Untuk melaksanakan pengambilan data di instansi yang Bapak/lbu pimpin sebagai bahan 
melengkapi tugas-tugas penulisan Tesis pada Program Pascasarjana Magister llmu Hukum 
Universitas Medan Area. 

Disamping itu perlu kalni sampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut diatas mengambil judul : 
"Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan di Pengadilan Negeri Lubuk 
Pakam (Studi Kasus,,Terhadap Beberapa Putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)". 

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih. 

cc: file 
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PENGADILAN NEGERI KLS 1-B LUBUK PAKAM 

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.SS TELP: (061) 7955861-7951974 

LUBUKPAKAM 

Nomor: W2-U4/ � /Hkm.01.10/III/2014 

Lamp 

Hal : Pengambilan Data dan Wawancara 

Lubuk Pakam, 28 Maret 2014 

KEPADA YTH. 

FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Di-
.··�--�·-"· ''·",,,.;,·c-.:;::-c-•:;· .'·.ec;·.�<·:-:::·, MEDJ\N"·'· --�-.:· -�--. ,;;:::-.:•\,:v>•.·cc:,;• ,:::.,�·:rTS.; -.: 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan surat No. 1520 I Wadir.Ak I PPs-UMA I AK I 2013 

tiiliggal 01 Febtuari 2014, perihal tersebut pada pokok isi surat, bersama ini kami sampaikan 

bahwa Mahasiswa yang atas nama: 

N am a : Raden Zaenal Arief, SH. 

NIM : 121803 020 

Program Studi : Magister Hukum 

Telah Melak:ukan Pengambilan Data dan Wawancara di Pengadilan Negeri Klas 1-B 

Lubuk Pakam guna melengkapi skripsi yang berjudul : "Kajian Hukum Terhadap Tindak 

Pidana Pertambangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Studi Kasus Terhadap 

Beberapa Putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)" sejak tanggal IO Februari 2014 

sampai dengan tanggal 28 Maret 2014. 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya; 
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WAWANCARA dengan HAKIM 

1. Apa dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam tindak pidana 

pertambangan ? 

2. Apakah ada hambatan terkait hal tersebut ? 

3. Jika ada hambatan, apa upaya yang dHakukan? 

4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan asas ultimum remedium 

dalam tindak pidana pertambangan ? 

5. Apakah ada hambatan terkait hal tersebut ? 

6. Jika ada hambatan, apa upaya yang dilakukan ? 

7. Berapa jumlah perkara tindak pidana pertambangan di Pengadilan Negeri 

Lubuk Pakam ? 

8. Bagaimana penunjukan hakim terkait tindak pidana pertambangan ? 

9. Bagaimana kerjasama dengan instansi lain terkait tindak pidana 

pertambangan ? 

10.Apakah ada hambatan terkait hal tersebut? 

11. Jika ada hambatan, apa upaya yang dilakukan ? 

12. Bagaimana peran masyarakat terkait tindak pidana pertambangan? 

13.Apakah ada hambatan terkait hal tersebut? 

14. Jika ada hambatan apa upaya yang dilakukan ? 

15. Apakah ada hambatan-hambatan lainnya terkait tindak pidana pertambangan 

16.jika ada hambatan, apa upaya yang dilakukan? 
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